
 

 

 

 

 

WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN  

NOMOR 47 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

 DI KOTA MADIUN 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi 

Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik 

Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan 

mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban 

Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak 

dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kota 

Madiun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017; 

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KONFIRMASI 

STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN 

PUBLIK TERTENTU DI KOTA MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat 

Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Madiun. 

2. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 

Daerah Kota Madiun. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,  

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah  dan/atau bangunan. 



- 3 - 
 
 

 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan 

layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak. 

7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan 

publik tertentu kepada perangkat daerah. 

8. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

 

BAB II 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

 

(1) Dinas PM, PTSP, KUM  melakukan konfirmasi status 

wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu 

melalui sistem yang terintegrasi dari Badan Pendapatan 

Daerah. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak valid yang dapat diakses oleh Dinas 

PM, PTSP, KUM. 

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak valid maka 

wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk 

mendapatkan Status Wajib Pajak valid. 

(4) Badan  Pendapatan Daerah  menerbitkan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak 

yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian 

akurasi dan validasi data. 
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Pasal 3 

 
(1) Badan  Pendapatan Daerah  akan mengirimkan 

Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi 

tentang : 

a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau 

Nomor Objek Pajak (NOP); dan 

b. Pajak terutang yang sudah dibayar. 

(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

 

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan secara online melalui sistem 

informasi maupun secara offline dengan menunjukkan 

dokumen berupa bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 

atau bukti pembayaran  BPHTB dalam hal terjadi pengalihan 

kepemilikan. 

 

BAB III 

LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal  5 

 

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2  ayat (1) terdiri atas:  

a. Izin Usaha Hiburan; 

b. Izin Usaha Restoran; 

c. Izin Penyelenggaraan  Rumah Kos/Pemondokan; 

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  

e. Izin Trayek; 

f. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 

g. Izin Usaha Perdagangan. 

 

Pasal 6 

 

Dinas PM, PTSP, KUM dapat memberikan layanan publik 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada 

pemohon apabila pemohon dapat memenuhi dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 



- 5 - 
 
 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

 

Pelaksanaan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 

Walikota ini diundangkan. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 8 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

 

 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 9 Oktober 2020 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd. 
Diundangkan di  Madiun  
pada tanggal 9 Oktober 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19671213 199503 1 003 
 

 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 47/G 


